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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
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TENTANG 

STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI 

MELALUI PENYEDIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa pengadaan jasa konstruksi yang memenuhi tata 

nilai pengadaan dan kompetitif mempunyai peran penting 

bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga 

akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan 

pengembangan perekonomian nasional dan daerah; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 

Kementerian/Lembaga dapat menindaklanjuti 

pelaksanaan Peraturan Presiden ini dengan peraturan 

menteri; 

c. bahwa perlu pengaturan mengenai tata cara pemilihan 

Penyedia jasa konstruksi yang jelas dan komprehensif 

sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif dalam 

pemilihan Penyedia jasa konstruksi; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 
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Perumahan Rakyat tentang Standar dan Pedoman 

Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia; 

 

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 249); 

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 96); 

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

05/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 97); 
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6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760); 

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

762); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN 

PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi 

konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi. 

2. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut 

Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan Jasa 

Konstruksi berdasarkan Kontrak. 

3. Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi adalah bagian 

kegiatan pengadaan setelah persiapan pengadaan sampai 

dengan penandatanganan Kontrak. 

4. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau 

sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, 

perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen 

penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. 

5. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian 

kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, 

pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan 

kembali suatu bangunan. 
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6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran kementerian negara/lembaga. 

7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 

KPA, pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara adalah pejabat yang memperoleh kuasa 

dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan 

tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian 

negara/lembaga yang bersangkutan.  

8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA 

untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan 

tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja negara. 

9. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 

disingkat UKPBJ adalah unit kerja di 

kementerian/lembaga yang menjadi pusat keunggulan 

pengadaan barang/jasa. 

10. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut 

Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang 

ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola 

pemilihan Penyedia. 

11. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya 

disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat 

fungsional/personel yang bertugas memeriksa 

administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa. 

12. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya 

disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa 

administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa. 

13. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat 

fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, 

dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang 

untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. 

14. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dari unsur 

Kementerian/Lembaga untuk membantu, memberikan 

masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap 

sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/jasa. 

www.peraturan.go.id



2019, No.319 
-5- 

15. Tim/Tenaga Ahli adalah tim atau perorangan dalam 

rangka memberi masukan dan 

penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap 

sebagian atau seluruh pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa. 

16. Tim Pendukung adalah tim yang dibentuk dalam rangka 

membantu untuk urusan yang bersifat 

administrasi/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja 

Pemilihan. 

17. Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat 

RUP adalah daftar rencana pengadaan yang akan 

dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga. 

18. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

19. Konstruksi Berkelanjutan adalah sebuah pendekatan 

dalam melaksanakan rangkaian kegiatan yang 

diperlukan untuk menciptakan suatu fasilitas fisik yang 

memenuhi tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan pada 

saat ini dan pada masa yang akan datang. 

20. Pengadaan Berkelanjutan adalah pengadaan barang/jasa 

yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang 

menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk 

kementerian/lembaga/perangkat daerah sebagai 

penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta 

signifikan mengurangi dampak negatif terhadap 

lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya. 

21. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS 

adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh 

PPK. 

22. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 

Penyedia jasa konsultansi konstruksi. 
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